
 

 

 

 

 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI 

PROVINSI RIAU 

 
PERATURAN  BUPATI  KEPUALAUAN MERANTI 

NOMOR 62 TAHUN 2022 
 

TENTANG 

 
STANDAR BELANJA UMUM PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAHAN DESA  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 

 

Menimbang : 

 

a. bahwa untuk kelancaran, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan 
anggaran belanja daerah agar lebih akuntabel dan perlunya 

Peraturan mengenai perjalanan dinas, maka perlu ditetapkan 
Standar Belanja Umum Perjalanan Dinas di Lingkungan 
Pemerintahan Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar 
Belanja Umum Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan 

Desa; 

Mengingat   : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan 
Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5439) 

 



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5694),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6233); 

 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 2093); 
 
 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  80 

Tahun 2015 tentang PembentukanProduk Hukum Daerah (Berita 
Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 157); 
 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  

 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 

2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan 

Meranti Nomor 1); 
 

12. Peraturan Daerah Tahun 2021 Nomor 5 Peraturan 
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 
Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas 



Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 
9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 
(Lembaran Daerah); 
 
 

                                                     MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BELANJA UMUM 

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN 

DESA. 

Pasal 1 

Standar Belanja Umum Perjalanan Dinas digunakan sebagai pedoman bagi 

Pemerintahan Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penyusunan 

APBDesa. 
 

Pasal 2 

Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan patokan harga 

tertinggi sudah termasuk pajak, yang digunakan dalam pelaksanaan APBDesa. 

Pasal 3 

Standar Belanja Umum Perjalanan Dinas  di Lingkungan Pemerintah Desa dan 

penjelasannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan 
Meranti. 
 
 

Ditetapkan di Selatpanjang 

pada tanggal  25 JULI 2022 
 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 
 

 

 TTD 

        MUHAMMAD ADIL 

 

Diundangkan di Selatpanjang 

pada tanggal 25 JULI 2022 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, 

          TTD 

BAMBANG SUPRIANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022 

NOMOR 62 


